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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Membangun ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan 
Pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha. 
Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat 
memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga 
keuangan baik perbankan maupun bukan perbankan serta pelaku usaha di 
lapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha 
dengan lancar, akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi.  
Salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi penting namun 
kadang dianggap “terlupakan” dalam percaturan kebijakan di negeri ini adalah 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peran UMKM bukanlah 
sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional, tetapi UMKM 
memiliki peran yang sangat sentral. 
UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting 
dan strategis, kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris yang 
mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian 
Indonesia, yaitu:  
a. Pertama, jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor 
ekonomi. Pada tahun 2005 tercatat jumlah UMKM adalah 44,69 unit atau 
99,9% dari jumlah total unit usaha. 
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b. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit 
investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan 
kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. 
Sektor UMKM menyerap 77,68 juta tenaga kerja atau 96,77% dari total 
angkatan kerja yang bekerja. 
c. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan 
yakni sebesar 54,22% dari total PDB. 
Sejarah telah menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia tetap eksis 
dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1997, bahkan 
menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena 
kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB 
maupun penyerapan tenaga kerja. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa 
jumlah UMKM secara nasional ada 42,4 juta dengan memberikan sumbangan 
terhadap PDB mencapai Rp 1.013,5 trillun (56,7% dari total PDB) dan 
kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 79 juta jiwa (BDS LPPM UNS, 
2005). 
Kecenderungan kemampuan UMKM memberikan sumbangan yang 
signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara tidak saja 
terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang namun juga terjadi di 
negara-negara maju pada saat-saat negara tersebut membangun kemajuan 
perkonomiannya sampai sekarang. Kondisi demikian mendorong Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan tahun 2004 sebagai tahun 
International microfinance. Hal ini dimasudkan tidak saja untuk menunjukkan 
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keberpihakkan badan dunia tersebut terhadap UMKM namun juga dalam 
kerangka mendorong negara berkembang untuk lebih memberikan perhatian 
pada pemberdayaan UMKM dengan cara memberikan berbagai stimulan, 
keterpihakan kebijakan  dan fasilitasi. 
Sejalan dengan program PBB tersebut, pemerintah Indonesia 
menetapkan tahun 2005 sebagai “Tahun UMKM Indonesia” dengan 
melakukan berbagai instrumen dan program fasilitasi pemberdayaan UMKM 
di   tingkat nasional, sedangkan untuk di daerah peran tersebut diharapkan 
dilakukan oleh pemerintah daerah. 
Kenyataan bahwa sebagian besar UKM masih bersifat usaha semi-
formal, yang mana aturan atau pendekatan kepada Perusahaan Swasta belum 
bisa diterapkan sepenuhnya, maka peran LSM sangat penting. Pendampingan  
LSM dapat membantu penerima dalam memanfaatkan pinjaman dana dari 
mulai perencanaan usaha samapai dengan evaluasi kegiatan usaha. Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) baik yang secara langsung terlibat (BDS, 
KKMB) atau yang tidak terlibat langsung punya peran besar dalam:  
a. Pemberdayaan UKM melalui pengorganisasian dan pendampingan 
(manajemen, peningkatan kualitas,pemasaran) 
b. Advokasi, penyadaran akan hak, dan kontrol atas kebijakan Pemerintah 
(Daerah) yang merugikan UKM 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Apakah pendampingan LSM berpengaruh terhadap produktivitas UMKM 
di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen? 
2. Apakah pendampingan LSM berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 
kerja UMKM di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen? 
3. Apakah pendampingan LSM berpengaruh terhadap keuntungan UMKM di 
di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
Berdasarka latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh pendapingan LSM terhadap produktivitas 
UMKM di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.  
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapingan LSM terhadap penyerapan 
tenaga kerja di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapingan LSM terhadap keuntungan 
UMKM di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Salah satu wujud kontribusi akademik dalam mengembangkan konsep 
pembangunan dalam perspektif pemberdayaan LSM dalam pendampingan 
UMKM. 
2. Bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu ekonomi pembangunan  
dalam era otonomi daerah ini. 
3. Memberikan suatu gagasan dan solusi bagi aparatur birokrasi didaerah 
maupun kelompok masayarakat lainnya agar mendapat wawasan baru 
tentang pembangunan dari perspektif pemberdayaan serta relevansi dan 
dampaknya bagi pengembangan sosial ekonomi di daerah melalui 
UMKM.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Teori 
1. Kesejahteraan ekonomi 
a. Pengertian kesejahteraan ekonomi 
Pendekatan economic welfare memiliki asumsi dasar bahwa 
tujuan dari aktivitas ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan 
individu-individu yang membentuk masyarakat. Setiap individu 
tersebut merupakan penilai terbaik mengenai berapa jauh mereka 
membaik dalam suatu kondisi. Kesejahteraan setiap individu tidak 
hanya tergantung pada konsumsi barang dan jasa yang tersedia, namun 
juga tergantung pada kuantitas dan kualitas yang diterima dari barang 
dan jasa nonmarket dari sistem SDA dan Lingkungan, misalnya 
kesehatan, pemandangan yang indah dan rekreasi luar ruang (Freeman, 
1993). 
Sen, (2002: 8) mengatakan bahwa welfare economics 
merupakan suatu proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari 
hambatan untuk memperoleh kemajuan. Kesejahteraan sosial dapat 
diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (levels of living), 
pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs fulfillment), kualitas hidup 
(quality of life) dan pembangunan manusia (human development). 
Selanjutnya Sen, A. (1992: 39-45) lebih memilih capability approach 
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didalam menentukan standard hidup. Sen mengatakan: the freedom or 
ability to achieve desirable “functionings” is more importance than 
actual outcomes. 
Nicholson (1992:177), mengemukakan prinsipnya mengenai 
kesejahteraan sosial; yaitu keadaan kesejahteraan sosial maksimum 
tercapai bila tidak ada seorangpun yang dirugikan. Sementara itu 
Bornstein dalam Swasono, mengajukan “ performance criteria “ untuk 
social welfare dengan batasan- batasan yang meliputi ; output, growth, 
efficiency, stability, security, inequality, dan freedom, yang harus 
dikaitkan dengan suatu social preference.(Swasono 2004, b: 23). 
Sedangkan Etzioni, A. (1999: 15) , mengatakan bahwa privacy is a 
societal licence, yang artinya privivacy orang-perorangan adalah suatu 
mandated privacy dari masyarakat, dalam arti privacy terikat oleh 
kaidah sosial. Dengan demikian kedudukan individu adalah sebagai 
makhluk sosial yang harus ditonjolkan dalam ilmu ekonomi utamanya 
dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan menuju kesejahteraan 
masyarakat.  
Menurut BKKBN (Badan koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional, Kesejahteraan keluarga digolongan kedalam 3 golongan; 
yaitu : 
1) Keluarga Sejahtera Tahap I dengan kriteria sebagai berikut : 
(1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama 
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(2) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau 
lebih. 
(3) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah / 
pergi/bekerja / sekolah. 
(4) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah. 
(5) Anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber 
KB dibawa kesarana kesehatan. 
2) Keluarga Sejahtera Tahap II, meliputi : 
(1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur 
(2) Paling kurang sekali seminggu lauk daging / ikan / telur 
(3) Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian 
baru 
(4) Luas lantai paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni 
(5) iga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan 
dapat melaksanakan tugas 
(6) Ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan 
tetap. 
(7) Anggota keluarga umur 10 – 60 th. bisa baca tulis latin 
(8) Anak umur 7 – 15 th. Bersekolah 
(9) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat 
kontrasepsi 
3) Keluarga Sejahtera Tahap III, meliputi 
(1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama 
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(2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung 
(3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk 
berkomunikasi 
(4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan mesyarakat 
dilingkungan tempat tinggal. 
(5) Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam 
bulan. 
(6) Keluarga memperoleh berita dari surat kabar / majalah / TV / 
radio. 
(7) Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat. 
4) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, meliputi : 
(1) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan 
(2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan / 
institusi masyarakat 
b. Kriteria Pareto (pareto criterion) 
Kriteria Pareto rnenilai keinginan relatif dari berbagai 
penggunaan sumber daya. Kriteria ini merumuskan bahwa keuntungan 
masyarakat dan kesejahteraan sosial akan meningkat dengan adanya 
realokasi sumber daya sehingga semua individu memperoleh 
keuntungan atau paling tidak ada satu individu yang rnemperoleh 
keuntungan dan tidak ada individu lainnya yang berkurang 
kepuasannya. 
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1) Kegunaaa Kriteria Pareto 
Kriteria Pareto memberikan pedoman hanya jib tidak ada 
kepuasan individual yang berkurang dengan adanya realokasi. 
Pendekatan ini mernpunyai keuntungan dan kerugian. 
Keuntungannya adalah pemisahan perbandingan kepuasan antar-
personal atau manfaat dan kerugian bagi orang-orang yang 
berbeda. Kriteria ini dapat dikatakan cukup obyektif. Namun 
demikian, banyak atau hampir semua kebijaksanaan selaIu 
mengakibatkan ada orang yang "beruntung  dan ada yang merugi. 
Oleh karena itu, sangat perlu untuk mengembangkan kriteria 
tambahan untuk mengevaluasi realokasi yang diajukan. 
 
2) Kriteria Pareto Menghasilkan Efisiensi 
Kriteria Pareto merupakan dasar bagi suatu 
pengevaluasian efisieni penggunaan sumber daya. Suatu alokasi 
sumber daya dikatakan efisien secara Pareto (pareto-optimal) Jika 
dalam upaya untuk menaikkan kepuasan bagi paling tidak satu 
orang anggota masyarakat akan memerlukan penurunan tingkat 
kepuasan paling tidak untuk satu orang anggota masyarakat 
lainnya. 
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2. Konsep Strategi Pemberdayaan UMKM 
Secara konseptual pemberdayaan UMKM terutama dapat 
dilakukan dengan sistim pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. 
Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UMKM 
sebagai pelaku maupun stakeholder lain yang turut serta dan berperan 
dalam pengembangannya. Dalam hal ini lebih banyak menitikberatkan 
pada metode “bottom up”, dimana perencanaan lebih diupayakan 
menjawab kebutuhan UMKM dan dilakukan secara partisipatif. 
Dalam praktek untuk menggugah partisipasi masyarakat sasaran 
langkah langkah yang dapat dilakukan adalah (1) Identifikasi Potensi, (2) 
Analisis Kebutuhan, (3) Rencana Kerja Bersama, (4) Pelaksanaan, (5) 
Monitoring dan Evaluasi. Identifikasi Potensi dimaksudkan untuk 
mengetahui karakteristik sumber daya manusia (SDM) UMKM dan 
lingkungan internalnya baik lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya 
alam (SDA) khususnya yang terkait dengan usahanya, maupun lingkungan 
eksternal usaha. Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan 
dapat bertumpu dan memanfaatkan kemampuan dan potensi wilayahnya 
masing-masing. Dalam identifikasi ini melibatkan stakeholder UMKM 
dan tokoh masyarakat maupun instansi terkait. 
Dari hasil identifikasi ditindaklanjuti dengan analisis kebutuhan. 
Pada tahapan ini analisis dilakukan oleh perwakilan UMKM yang dapat 
difasilitasi oleh Perguruan Tinggi / LSM / BDS (Bussines Development 
Services) maupun instansi terkait untuk memberikan fasilitasi dan 
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pandangannya tentang berbagai kebutuhan dan kecenderungan produk dan 
pasar. Dengan pola analisis kebutuhan semacam ini diharapkan mampu 
mendorong terwujudnya manifestasi kebutuhan UMKM selaku individu 
pengusaha maupun sebagai anggota kelompok. Dengan demikian antara 
individu pengrajin maupun kelompok dapat diharapkan saling beriringan 
dan saling mendukung dalam mencapai tujuan kemajuan bersama.  
Setelah kebutuhan dapat ditentukan, langkah berikutnya adalah 
merumuskan/membuat program kerja bersama untuk mencapai kondisi 
yang diinginkan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan bersama.  
Dalam tahap ini pihak luar baik BDS maupun instansi terkait 
berperan sebagai fasilitator. Jikalau program kerja telah disepakati maka 
langkah berikutnya adalah pelaksanaan program kerja. Dalam tahap ini 
fungsi instansi pemerintah terkait selaku fasilitator pemenuhan kebutuhan 
UMKM, sedangkan PT / LSM dapat bertindak selaku BDS dengan 
memberikan jasa konsultansi. Sebagai konsultan idealnya BDS harus 
mendapatkan jasa dari layanan yang diberikan kepada UMKM, karena 
tidak mudah untuk menarik biaya konsultasi dari UMKM maupun 
kelompoknya, maka yang terpenting adalah adanya keiikutsertaan 
pengusaha UMKM dalam bentuk kontribusi membantu pelaksanaan 
program kerja khususnya pelatihan-pelatihan peningkatan ketrampilan 
proses produksi maupun manajemen usaha UMKM.  
Sumber pembiayaan utama pengembangan UMKM masih 
mayoritas dari pihak ketiga baik pemerintah maupun swasta, namun 
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diharapkan UMKM dalam jangka panjang sedikit demi sedikit mampu 
mandiri dan mampu memberikan balas jasa yang diterima dari lembaga 
konsultan (BDS). Kondisi ini juga perlu didukung lembaga konsultan yang 
professional. Untuk kondisi awal pengembangan UMKM, maka peran 
pemerintah seperti Deperindag dan Departemen Koperasi UKM masih 
sangat perlu. 
Kebutuhan akan permodalan UMKM salah satunya dapat dipenuhi 
dengan fasiltiasi BDS sebagai Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) 
bagi pengrajin maupun kelompok. KKMB ini lahir sebagai perubahan 
paradigma baru terhadap UMKM dari perbankan, bahwa: (1) UMKM 
mempunyai potensi menabung; (2) bank perlu aktif menjemput Bola; (3) 
UMKM membutuhkan kemudahan memperoleh kredit/layanan 
perbankkan; (4) bank perlu memobilisasi tabungan dari UMKM; (5) biaya 
dapat ditekan melalui pendekatan kelompok; (6) resiko dapat ditekan 
melalui pendekatan kelompok. Selain bank memberikan kredit sebagai 
tugas utamanya, bank dapat membantu UMKM dengan memberikan 
pendampingan (TechnicalAssistant / TA) baik dilakukan oleh bank sendiri 
atau bekerjasama dengan PT/LSM/BDS pendamping. 
Dari hasil pelaksanaan program kerja dilakukan monitoring dan 
evaluasi, tidak saja untuk mengetahui apakah yang dikerjakan sudah sesuai 
dengan program kerja yang telah ditetapkan, namun juga untuk membuat 
penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi 
lingkungan UMKM. 
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3. Konsep Pendampingan 
Karakteristik pendampingan adalah dilakukan secara khusus 
berdasarkan kasus per kasus (Tambuan, 1998: 32). Pendampingan 
merupakan instrumen social engineering dalam praktek pembangunan 
masyarakat. Pendampingan merupakan suatu kegiatan pemberdayaan yang 
dilakukan bersama-sama antara pendamping dengan yang didampingi.  
Proses kegiatan pendampingan dalam upaya pengembangan UMKM 
menurut Chamsiah Djamal, dkk (1994:25) merupakan siklus kegiatan 
yang terdiri dari kegiatan: (1) orientasi, (2) persiapan sosial (3) 
pengorganisasian kelompok, (3) merencanakan program, (4)  pelaksanaan 
usaha/ kegiatan kelompok, (5) pemantauan dan penilaian (monitoring dan 
evaluasi) 
Menurut Chamsiah Djamal (1994:17), pendekatan dalam proses 
pendampingan juga harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan 
perkembangan masyarakat karena yang dibutuhkan selama pendampingan 
adalah mengembangakan tingkat pengetahuan dan kesadaran kelompok 
partisipan untuk usaha mandiri. Sedangkan menurut Wardah 
Hafidz,dkk(1995:23), siklus kegiatan di komunitas Tenaga Pendamping 
Lapangan adalah : 
1) Survei lapangan untuk mengidentifikasi masalah dan pendekatan 
kepada komunitas 
2)  Perencanaan program sebagai upaya pemecahan implementasi 
program 
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3) Monitoring 
4) Evaluasi 
Peran LSM sebagai pendamping dalam suatu kegiatan UMKM 
masyarakat menurut Chamsiah Djamal (1994:20-23) antara lain adalah : 
1) Fasilitator, yakni membantu kelompok UMKM untuk menyadari, 
mengenali, merumuskan dan mencari pemecahan masalahnya sendiri. 
2)  Motivator, yakni mendorong, mengajak dan mempengaruhi kelompok 
UMKM untuk melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalahnya  
3)  Inovator, yakni melahirkan (atau merangsang kelompok UMKM 
untuk melahirkan) gagasan baru yang sesuai dengan kebutuhan 
kelompok masyarakat untuk mengatasi masalahnya 
4) Katalisator, yakni menjembatani/ menghubungkan kelompok UMKM 
dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu mengatasi masalahnya  
5) Dinamisator, yakni menjaga agar kelompok UMKM mempertahankan 
kelangsungan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi masalahnya 
6) Evaluator, yakni membantu kelompok UMKM untuk menilai, 
mengukur kemajuan dan melakukan perbaikan-perbaikan yang 
diperlukan bagi kegitan yang dilakukan. 
7) Pelaku advokasi, yakni memberikan bimbingan, konsultasi, 
menyadarkan kelompok UMKM akan hak dan kewajibannya. 
 
Secara umum dapat dikatakan bahwa pendampingan adalah proses 
memberikan motivasi kepada pihak yang didampingi, melakukan fasilitasi 
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dan mediasi sumberdaya yang ada di UMKM, menyampaikan informasi 
dari dan kepada pihak yang didampingi dan melakukan pendampingan 
setelah suatu kegiatan dilakukan (monitoring dan evaluasi). Sedangkan 
tujuan dari pendampingan (Wardah Hafidz, dkk: 31) adalah untuk 
memunculkan inisiatif dari inidividu-individu dalam komunitas untuk 
secara kreatif memecahkan permasalahan sosial ekonomi dan politiknya.   
 
4.  Teori Produksi 
Produksi dalam artian yang umum didefinisikan sebagai segala 
kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah guna atas 
suatu benda untuk memenuhi kebutuhan kepuasan manusia. Setiap proses 
untuk menghasilkan barang dan jasa dinamakan “Proses Produksi”. 
Produksi dalam artian lebih “operasional” adalah suatu proses dimana satu 
atau beberapa barang dan jasa yang di sebut “input” diubah menjadi 
barang dan jasa yang di sebut “output”. Banyak jenis kegiatan yang terjadi 
dalam proses produksi karena ada perubahan bentuk, tempat, dan waktu 
penggunaan hasil-hasil produksi. Masing-masing perubahan tersebut 
menentukan penggunaan input untuk menghasilkan output yang 
diinginkan. 
a. Fungsi Produksi 
 Hubungan antara faktor produksi dengan hasil produksinya 
dapat diberi ciri khusus berupa suatu fungsi produksi. Fungsi produksi 
adalah suatu hubungan matematis yang menggambarkan jumlah hasil 
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produksi tertentu ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang 
digunakan. Jumlah hasil produksi merupakan “dependent variabel” dan 
jumlah faktor produksinya sebagai “independent variabel”. Secara 
matematis fungsi produksinya ditulis sebagai berikut : 
Y =f (X1, X2, X3 ... Xn) 
Dimana 
Y = hasil produksi (output) 
X1, X2, X3,  Xn  =input 
Bentuk hubungan antara faktor produksi dengan hasil 
produksinya yang sering digunakan adalah sebagai berikut : 
 
 Suatu hal yang harus diperhatikan adalah ada banyak sekali 
bentuk persamaan aljabar yang dapat digunakan untuk menyatakan 
suatu fungsi produksi. Tidak ada suatu bentuk yang dapat dipakai 
untuk menggambarkan produksi di setiap daerah dan pada suatu 
keadaan. Tetapi jika bentuk fungsi produksi telah ditemukan, maka 
keterangan itu sangat berguna bagi produsen untuk mengambil 
keputusan optimasi. Oleh karena itu, penelitilah yang mempunyai 
tugas untuk menemukan fungsi produksi di setiap keadaan usaha.  
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b. Teori Biaya Produksi 
Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan 
mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang 
diproduksi oleh perusabaan tersebut (Sukimo, 2005). 
Kegiatan produksi dalam mengubah input menjadi output, 
suatu perusahaan tidak hanya menentukan input saja yang diperlukan, 
tetapi harus mempertimbangkan harga dari input-input tersebut yang 
merupakan .biaya produksi dari output. Biaya produksi sangat penting 
peranannya bagi perusahaan dalam menentukan jumlah output 
(Sugiarto, 2002). 
Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat 
dibedakan menjadi dua jenis yaitu biaya eksplisit dan biaya 
tersembunyi. Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran 
perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan 
faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Biaya 
tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor 
produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Pengeluaran biaya 
tersembunyi antara lain adalah pembayaran untuk keahlian 
keusahawanan produsen tersebut, modalnya sendiri yang digunakan 
dalam pernsahaan dan bangunan perusahaan yang dimiliki (Sukimo, 
2005). 
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Biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan 
jangka waktunya yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya 
produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek yaitu jangka 
waktu dimana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah 
jumlahnya, pemakaian input tetap selain dari input variabel. Beberapa 
konsep yang berhubungan dengan biaya produksi jangka pendek 
adalah sebagai berikut: 
1) Biaya Tetap Total (Total Fixed Cost = TFC) 
Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh out-put, 
biaya ini  tidak akan berubah meskipun jumlah outputnya yang 
dihasilkan berubah. 
2) Biaya Variabel Total (Total Variahel Cost = TVC) 
Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh out-put 
yang besar kecilnya tergantung dari out-put yang dihasilkan.  
3) Biaya Total (Total Cost = 1C) 
Keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dalam 
menghasilkan output, biaya total merupakan penjumlahan biaya 
tetap total dan biaya variabel total. 
4) Biaya Marginal (Marginal Cost =MC) 
Biaya Marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang 
dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak satu unit terakhir. 
MC = TC/ q 
5) Biaya Tetap Rata-rata (Average Fixed Cost =AFC) 
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Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan untuk membuat satu-satuan 
output, diperoleh dari membagi biaya tetap total dengan jumlah 
output. Karena TFC konstan maka nilai APC akan semakin keci1 
jika output yang dihasilkan semakin bertambah. 
AFC=TFC/Q 
6) Biaya Variabel Rata-rata (Average Variabel Cost = AVe) 
Rata- rata biaya variabel yang dikeluarkan untuk membuat satu-
satuan output, diperoleh dari membagi biaya variabel total dengan 
jumlah output. 
AVC=TVC/Q 
7) Biaya Total Rata-rata (Average Cost =AC) 
Besarya biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk membuat satu-
satuan output,  diperoleh dengan membagi biaya total dengan 
jumlah output. 
AC=TQ/C atau  AC=AFC+AVC 
Biaya produksi jangka panjang adalah jangka waktu dimana 
semua faktor produksi dapat mengalami perubahan atau semua faktor 
produksi dianggap sebagai variabel. Perusahaan dapat menambah 
semua fuktor produksi atau input yang akan digunakan. Di dalam 
jangka panjang tidak ada biaya tetap, semua jenis biaya yang 
dikeluarkan merupakan biaya variabel. 
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c. Fungsi Biaya Produksi 
Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya tetap dan 
biaya variabel. Besarnya biaya variabel ditentukan oleh besarnya 
produk yang dihasilkan sehingga biaya totalpun akan ditentukan oleh 
besarnya produk yang dihasilkan. Sehingga, biaya total merupakan 
fungsi dari produk atau Biaya (x) = f (produk = Y). Fungsi biaya total 
mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 
4. Fungsi biaya total terletak di kuadran pertama karena jatah 
produksi Y dan biaya total X positif. 
5. Penggalnya dengan sumbu X positif, karena menunjukkan biaya 
tetap. 
6. Setiap tambahan produksi Y akan menambah biaya produksi X, 
sehingga 
dY
dX
 positif dan fungsi biaya total adalah menaik. 
Sebagai fungsi biaya total dapat dipakai : 
 
Perilaku biaya produksi menurut teori tradisional dibedakan 
dalam perilaku boaya jangka pendek (Short Run) dan biaya jangka 
panjang (Long Run). Pada perilaku biaya jangka pendek dikenal 
pemisahan biaya tetap dan biaya variabel, sedangkan pada perilaku 
biaya jangka panjang semua biaya merupakan biaya variabel. Kurva 
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biaya total dan biaya per satuan produk secara teoritis merupakan 
kebalikan dari perilaku kurva produksi. 
 
d. Penerimaan Produsen 
1) Penerimaan Total (TR) 
Penerimaan total produsen dari basil penjualan output dikalikan 
dengan harganya. Secara matematika dinotasikan: 
TR=Q. Pq 
Dimana: 
TR = Total Penerimaan 
Q= Jumlah output 
Pq = Harga output 
 
2) Penerimaan Rata-rata (AR) 
Penerimaan dari unit output yang dijual. Secara matematika 
dinotasikan (Boediono, 1996): 
AR=TR/Q 
3) Penerimaan Marginal (MR) 
Kenaikan dari penerimaan total (TR) yang disebabkan oleh 
tambahan penjualan per unit. Secara matematika dinotasikan 
(Boediono, 1996: 
MR = TR/ Q 
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e. Keuntungan Maksimum 
Permintaan individu akan suatu komoditi merupakan jumlah 
suatu komoditi yang bersedia dibeli individu selama periode waktu 
tertentu. Permintaan tersebut tergantung pada harga komoditi itu, 
pendapatan nominal individu, harga komodti lain, dan citarasa 
individu. Semuanya itu harus dianggap konstan (asumsi citeris 
paribus). Penawaran komoditi oleh produsen tunggal yaitu jumlah 
komoditi yang bersedia ditawarkan oleh produsen tunggal selama 
periode waktu tertentu. Penawaran tersebut tergantung pada harga 
komoditi itu dan biaya produksi untuk produsen tersebut. Faktor-faktor 
yang mempengamhi biaya produksi harus dipertahankan konstan 
(asumsi citeris paribus) antara lain teknologi, harga input yang 
diperlukan untuk memproduksi komoditi itu. Dalam teoti ekonomi, 
ekuilibrium terjadi bila jumlah komoditi yang diminta dalam pasar per 
unit waktu yang sama dengan jumlah komoditi yang ditawarkan 
selarna periode yang sama. 
Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output dimana 
keuntungan yang diperoleh adalah maksimum. Keuntungan adalah 
perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya 
total yang dikeluarkan. Posisi tersebut dinyatakan sebagai posisi 
ekuilibrium, karena ada kecenderungan bagi produsen untuk. 
mengubah output danharga output. Bila produsen mengmangi atau 
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menambah volume outputnya (penjualannya), maka keuntungan justru 
menurun (Nicholson, 1991). 
Upaya peningkatan produksi tidak akan menguntungkan bila 
penggunaan input produksi tidak sebanding dengan basil yang 
diperoleh dan modal yang dikeluarkan oleh petani. Petani yang 
rasional tidak hanya berorientasi pada produksi yang tinggi, akan tetapi 
lebih menitikberatkan pada semakin tingginya pendapatan atau 
keuntungan yang diperoleh. Nicholson (1991) menyatakan bahwa 
petani sebagai produsen yang rasional akan memaksimumkan 
keuntungan atau akan menjalankan usaha tani secara efisien. 
Keuntungan maksimum diperoleh apabila produksi per satuan luas 
pengusahaan dapat optimal, artinya mencapai produksi yang maksimal 
dengan menggunakan input produksi secara tepat dan berimbang. 
Pemakaian input produksi juga berpengaruh terhadap pendapatan 
petani sehingga petani perlu mengetahui dan mengambil sikap. untuk 
mengurangi atau menambah input produksi tersebut. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Menurut Hermantyo (2008) pemberdayaan keluarga miskin di sektor 
pertanian tidak dapat dilakukan dengan hanya melalui program peningkatan 
produksi, tetapi juga pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 
petani. Terkait dengan upaya tersebut, maka keberadaan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting untuk melakukan sinergi dengan 
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lembaga pemerintah. Pendekatan dan peran serta yang telah dilakukan Bina 
Swadaya dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan beberapa 
langkah strategis diantaranya: (1) peningkatan kapasitas aparat pemerintah 
dalam program-program penanggulangan kemiskinan, (2) peningkatan peran 
coorporat melalui CSR, (3)  peningkatan kapasitas kelembagaan lokal 
masyarakat dalam program kemiskinan, (4) penyediaan fasilitas kredit mikro 
melalui LKM, (5) Penyediaan informasi pertanian. Dalam proses 
pendampingan pemberdayaan masyarakat miskin, LSM masih menghadapi 
beberapa kendala baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal dapat 
berupa terbukanya era globalisasi ekonomi, aplikasi pemberdayaan yang 
kurang compatible pada waktu diaplikasikan di tingkat makro, serta 
bagaimana menjadi mediator yang handal dalam menjalin kesinergisan antar 
stakeholder yang terlibat dalam program pemberdayaan. 
Sementara kendala internal terkait dengan masih belum optimalnya 
LSM dalam manajemen organisasi untuk mengikuti perkembangan paradigma 
pembangunan yang dinamis. Diperlukan fleksibilitas dan komitmen LSM 
untuk mengembangkan metodologi yang strategis sehingga tetap relevan 
dengan kebutuhan masyarakat untuk mampu mengangkat dirinya dari jurang 
kemiskinan. 
Menurut Karsidi (2005) ada suatu kecenderungan kemampuan UKM 
dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan 
perekonomian suatu negara tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara 
berkembang namun juga terjadi di negara-negara maju pada saat saat negara 
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tersebut membangun kemajuan perekonomiannya sampai sekarang. Kondisi 
demikian mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan 
tahun 2004 sebagai tahun International microfinance. Hal ini dimasudkan 
tidak saja untuk menunjukkan keberpihakan badan dunia tersebut terhadap 
UKM namun juga dalam rangka mendorong negara berkembang untuk lebih 
memberikan perhatian pada pemberdayaan UKM dengan cara memberikan 
berbagai stimulan dan fasilitasi. 
Hasil penelitian Karsidi (2005) menemukan bahwa proses 
pendampingan oleh LSM akan dapat bermanfaat dengan baik dengan mengacu 
pada prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, yaitu: belajar dari 
masyarakat, pendamping sebagai fasilitator dan dapat tercipta saling belajar 
dan berbagi pengalaman. 
 
C. Kerangka Pemikiran 
 Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan dalam 
penelitian ini penulis akan membuat suatu kerangka berfikir sebagai berikut :  
Pendampingan dalam UMKM tujuannya untuk memotivasi, mengembangkan 
pengetahuan dan kesadaran orang yang didampingi untuk usaha mandiri, 
meningkatkan kemampuan UMKM agar mau dan mampu mengakses berbagai 
sumberdaya, permodalan, teknologi dan pasar untuk meningkatkan kegiatan 
usaha. Sehingga pendampingan LSM ada pengaruhnya terhadap kegiatan 
UMKM. 
Secara konseptual pemberdayaan UMKM terutama dapat dilakukan 
dengan sistim pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan 
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pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku 
maupun stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam 
pengembangannya. Dalam hal ini lebih banyak menitikberatkan pada metode 
“bottom up”, dimana perencanaan lebih diupayakan menjawab kebutuhan 
UMKM dan dilakukan secara partisipatif. 
Dalam praktek untuk menggugah partisipasi masyarakat sasaran 
langkah langkah yang dapat dilakukan adalah (1) Identifikasi Potensi, (2) 
Analisis Kebutuhan, (3) Rencana Kerja Bersama, (4) Pelaksanaan, (5) 
Monitoring dan Evaluasi.  Identifikasi Potensi dimaksudkan untuk mengetahui 
karakteristik sumber daya manusia (SDM) UMKM dan lingkungan 
internalnya baik lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam (SDA) 
khususnya yang terkait dengan usahanya, maupun lingkungan eksternal usaha. 
Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat bertumpu dan 
memanfaatkan kemampuan dan potensi wilayahnya masing-masing. Dalam 
identifikasi ini melibatkan stakeholder UMKM dan tokoh masyarakat maupun 
instansi terkait. 
Dari hasil identifikasi ditindaklanjuti dengan analisis kebutuhan. Pada 
tahapan ini analisis dilakukan oleh perwakilan UMKM yang dapat difasilitasi 
oleh Perguruan Tinggi / LSM / BDS (Bussines Development Services) maupun 
instansi terkait untuk memberikan fasilitasi dan pandangannya tentang 
berbagai kebutuhan dan kecenderungan produk dan pasar. Pola analisis 
kebutuhan semacam ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya 
manifestasi kebutuhan UMKM selaku individu pengusaha maupun sebagai 
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anggota kelompok. Dengan demikian antara individu pengrajin maupun 
kelompok dapat diharapkan saling beriringan dan saling mendukung dalam 
mencapai tujuan kemajuan bersama. 
Berdasarkan pemahaman tersebut, dikembangkan kerangka berpikir 
yang menjadi dasar penelitian ini yang ditunjukkan Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 
Kerangka Pemikiran Penelitian 
 
 
Dari hasil pelaksanaan program kerja dilakukan monitoring dan 
evaluasi, tidak saja untuk mengetahui apakah yang dikerjakan sudah sesuai 
dengan program kerja yang telah ditetapkan, namun juga untuk membuat 
penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi 
lingkungan UMKM. Dampaknya UMKM menjadi sangat terbantu sehingga 
diharapkan produktivitas meningkat, keuntungan meningkat yang akhirnya 
kesempatan kerja juga meningkat. 
 
 
 
 
 
 
Pdp. LSM 
 
Produktivitas 
Keuntungan 
Tenaga Kerja 
Kesejahteraan 
UMKM 
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D. Hipotesis 
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 
permasalahan yang kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan teori di atas 
maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : 
1. Diduga pendampingan LSM berpengaruh terhadap produktivitas UMKM 
di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
2. Diduga pendampingan LSM berpengaruh terhadap penyerapan kerja  
UMKM di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
3. Diduga pendampingan LSM berpengaruh terhadap keuntungan UMKM di 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Data dan Sumber Data 
Data diperoleh dengan cara pengumpulan data primer dan data 
sekunder. Data primer/lapangan diperoleh dari responden melalui wawancara 
langsung dengan angket/kuisioner dan observasi sedangkan data sekunder 
didapat dari laporan tertulis dari Penda Sragen dan buku-buku yang 
menunjang. 
 
B. Populasi  dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang didampingi oleh 
LSM di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen sebanyak 163 responden. 
Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya dapat diselidiki dan 
dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik  simple random sampling. Cara seperti ini 
baik sekali untuk dilakukan apabila populasinya mendekati homogen. 
(Arikunto, 2006). 
 Pengambilan sumpel dalam penelitian ini di tentukan dengan 
menggunakan rumus: 
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Dimana :  
n  =  ukurnn sampel 
N  =  ukuran populasi (163) 
e
2
  =  presentasi kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 
pengambilan sampel yang dapat ditolirer atau diujikan 
(Solvin dalam Arikunto, 2006) 
 
Jumlah sampel dari perhitungan diperoleh hasil sebesar 61,97 
dan dibulatkan menjadi 62. Jadi sampel yang diambil dalam penelitian 
ini adalah 62 responden pelaku UMKM di kecamatan Gemolong yang 
mendapatkan pendampingan oleh LSM. Pengambilan dilakukan dengan 
cara sampling sederhana dengan teknik undian. 
 
C.  Analisis Data 
1. Uji Beda Mean Produktivitas, Tenaga Kerja dan Keuntungan 
Uji beda mean digunakan untuk mengetahui perbedaan rata – rata 
productivitas, tenaga kerja dan penghasilan yang diperoleh anggota 
kelompok UPPKS sebelum dan setelah pelaksanaan program CSR. 
Statistik uji yang digunakan adalah uji Z dengan prosedur sebagai 
berikut: 
Zhitung = 
21
21
n
1
n
1
s
xx


 
Keterangan: 
1x   = rata-rata produktivitas, tenaga kerja dan penghasilan 
penghasilan setelah pelaksanaan progran 
2x   =  rata-rata produktivitas, tenaga kerja dan penghasilan sebelum 
pelaksanaan progran 
n1  =  banyaknya sampel kelompok setelah 
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n2  =  banyaknya sampel kelompok sebelum 
s    =  standar deviasi. 
 
 
Prosedur 
a. Hipotesis  
Ho : b1 =  b2 :  produktivitas, kesempatan kerja  dan keuntungan  
sebelum dan sesudah program pendampingan LSM  
adalah sama 
H1 : b1 > b2   :   produktivitas, kesempatan kerja  dan keuntungan  
sesudah program pendampingan LSM lebih baik 
dibanding sebelum pendampingan.  
b. Tingkat signifikansi : =0,05 
c. Kriteria Pengujian 
                                                             
                                                
Hasil perhitungan Zhitung dibandingkan dengan Ztabel pada taraf 
signifikasi 5%. 
d. Kesimpulan : 
Ho diterima jika Zhitung  Ztabel 
Ho dittolak jika Zhitung > Ztabel 
 
 
 
daerah 
diterima 
daerah 
ditolak 
0 Z(,n-1) 
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A. Definisi Operasional 
a. Produktivitas 
Produktivitas yang dimaksud adalah banyaknya hasil produksi usaha 
persatuan waktu dan luas. Mengingat produkrivitas diukur berdasarkan 
berbagai ukuran maka dalam penelitian ini dijadikan satu ukuran. 
Misalnya untuk toko kelontong, dijadikan satu ukuran yaitu ukuran gula 
pasir yang berhasil dijual yaitu berapa kilogram per bulannya.  
b. Tenaga Kerja 
Dalam menjalankan usaha membutuhkan tenaga kerja baik yang terlibat 
secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja dihitung dari jumlah 
tenaga kerja yang ikut terlibat dalam proses kegiatan usahanya, dihitung 
dengan konsep hari orang kerja. 
1 HOK untuk lelaki dewasa yang  diukur berdasarkan lama bekerja   7 
jam. 
1 HOK untuk perempuan  dewasa yang  diukur berdasarkan lama bekerja 
10 jam 
1 HOK untuk anak anak  yang  diukur berdasarkan lama bekerja   14  jam 
c. Keuntungan  
Keuntungan  yang dimaksud adalah pendapatan bersih selama satu bulan 
dan dihitung dalam satuan rupiah. 
 
 
 
35 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Penelitian 
                 Penelitian dilakukan di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen 
dengan responden UMKM yang mendapatkan pendampingan sebanyak 62 
UMKM.  
 
B. Identitas Responden. 
Dalam penelitian ini yang dungkap pertama kali adalah identitas responden, 
yang berupa jenis kelamin, tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, 
produtivitas, penyerapan tenaga kerja dan keuntungan usaha.  
1. Jenis Kelamin  
Dari hasil pengumpulan kuesioner sebayak 62 HOK, distribusi 
frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin ditujukkan pada Tabel 4.2. 
Berdasarkan tabel tersebut responden laki – laki dan perempuan jumlahnya 
seimbany yaitu 31 (50%) responden. 
 
 
Tabel 4.2 
Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin 
 
Jenis Kelamin  Frekuensi Prosentase 
Laki-Laki 31 50,0 
Perempuan 31 50,0 
Total 62 100,0 
Sumber : data primer diolah (2010) 
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2. Umur  
Distribusi responden menurut umur dibagi dalam klasifkasi dengan 
lima katagori ditunjukkan Tabel 4.3. Rata – rata umur responden adalah 
42,98 tahun. Responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden 
yang berumur antara 36 – 40 Tahun. 
Tabel 4.3 
Data responden berdasarkan umur 
   
Umur Frekuensi Prosentase 
30 Tahun kebawah 4 6,5 
31 - 35 Tahun 9 14,5 
36 - 40 Tahun 19 30,6 
41 - 45 Tahun 13 21,0 
46 Tahun keatas 17 27,4 
Total 62 100,0 
Rata-Rata Usia 41,03 Tahun 
Minimal 28 Tahun 
Maksimal 58 Tahun 
Sumber : data primer diolah (2010) 
 
Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sampel dalam 
penelitian yang memiliki umur 30 tahun kebawah ada 4 (6,5%) responden, 
31 – 35 Tahun sebanyak 9 (1245%) responden, umur 36 – 40 Tahun 
sebanyak 19 (30,6%) responden, umur 41 – 45 Tahun sebanyak 13 
(21,0%) responden, dan responden yang berumur lebih 45 Tahun  ada 17 
(27,4%) responden.  
 
3. Jumlah Tanggungan Keluarga 
Distribusi responden menurut jumlah tanggungan keluarga 
ditunjukkan Tabel 4.4, dengan rata – rata tanggungan keluarga adalah 4 
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HOK bervariasi dari 3 HOK sampai 5 HOK dan jumlah tanggungan 
keluarga responden didominasi 4 HOK. Hal ini berarti responden rata-rata 
memiliki beban tanggungan keluarga yang cukup besar. 
 Tabel 4.4 
Data responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga 
 
Jumlah Tanggungan 
Keluarga  
Frekuensi Prosentase 
3.00 15 24,2 
4.00 39 62,9 
5.00 8 12,9 
Total 62 100,0 
Rata - rata 4 HOK 
  Sumber : data primer diolah (2010) 
 
Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sampel dalam 
penelitian yang memiliki tanggungan sebanyak 3 HOK ada 12 (24,2%) 
responden, tanggungan sebanyak 4 HOK ada 39 (62,9%) responden, 
tanggungan sebanyak 5 HOK ada 8 (12,9%) responden. 
4. Tingkat Pendidikan 
Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. distribusi frekuensi 
tingkat pendidikan dari responden ditunjukkan Tabel 4.5. Berdasarkan 
tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden 24 (38,7%) 
responden berpendidikan SMA, 19 (30,6%) responden memiliki 
pendidikan S1, 17 (27,4%) responden berpendidikan SMP. Hal ini 
menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki pendidikan 
yang suduh baik. 
Tabel 4.5 
Data responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir 
  
Pendidikan  Frekuensi Prosentase 
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SD 1 1,6 
SMP 17 27,4 
SMA 24 38,7 
D3 1 1,6 
S1 19 30,6 
Total 62 100,0 
Sumber : data primer diolah (2010) 
 
   
5. Jenis Usaha 
Jenis usaha responden dalam penelitian ini  digolongkan dalam 5 
(lima) jenis yaitu: industri rumah tangga (Kerajinan, Pembuat Roti,  
Mebel, Tahu, dan Batik), perdagangan (hewan ternak, kain, dan 
kelontong), pertanian (tanaman hias), jasa (Bengkel, Las, Salon, Penjahit 
dan Pompa Air), dan peternakan (ayam). Tabel 4.6. menunjukkan jenis – 
jenis dagangan yang dilakukan oleh responden.  
Tabel 4.6 
Distribusi frekuensi berdasarkan jenis usaha 
Jenis Usaha Frekuensi Prosentase 
Industri RT 12 19,4 
Jasa 23 37,1 
Pedagang 20 32,3 
Pertanian 2 3,2 
Peternakan 5 8,1 
Total 62 100.0 
 Sumber : data primer diolah (2010) 
 
Mayoritas responden memiliki usaha dibidang jasa yaitu ada 23 
(37,1%) responden, dibidang perdagangan ada 20 (32,3%) responden, 
bidang industri rumah tangga ada 12 (19,4%) responden. 
  
 
6. LSM Pendamping 
Jumlah LSM yang melakukan pendampingan pada pelaku UMKM 
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sangat banyak. Di kecamatan Gemolong, dari 62 responden yang menjadi 
sampel dalampenelitian ini, ada 48 LSM yang berbeda. Pendampingan 
oleh LSM ini disesuaikan dengan spesifik usaha yang dilakukan. 
Tabel 4.7 
LSM Pendamping UMKM 
NO Nama LSM Frek. % NO Nama LSM Frek. % 
1 AMAL MULIA 1 1,6 26 PAMARDI BUDI 1 1,6 
2 AMAL SEHAT 1 1,6 27 PAMARDI RAHAYU 1 1,6 
3 AN NAHL 1 1,6 28 PEDULI ANAK BANGSA 1 1,6 
4 ATMI 1 1,6 29 PMPG 1 1,6 
5 BAU SAUDAH 1 1,6 30 PTNBUK 1 1,6 
6 BIMA SAKTI 1 1,6 31 PUTRA MANDIRI 6 9,7 
7 BIMA SOLO 1 1,6 32 SAEKA KAPI 1 1,6 
8 BINA NUSA 1 1,6 33 SAMBERNYAWA IND. 1 1,6 
9 BINA TARUNA 1 1,6 34 SAPU JAGAT 2 3,2 
10 BUANA BANGSA 4 6,5 35 SATYA BUANA 1 1,6 
11 COKRO AMINOTO 1 1,6 36 SINAR PERAK 1 1,6 
12 DIAN 1 1,6 37 SUARA BANGSA 1 1,6 
13 GEMA BANGSA 6 9,7 38 TARUNA BHAKTI  1 1,6 
14 HIMA SETA 1 1,6 39 TRI BAKERY 1 1,6 
15 INSED 1 1,6 40 UNISA 1 1,6 
16 KARYA MANDIRI 1 1,6 41 WALI SONGO 1 1,6 
17 KENDALI SODO 1 1,6 42 WALUYO SAKTI 1 1,6 
18 KEPPRAS 1 1,6 43 YAPBINDO 1 1,6 
19 KRIDA WACANA 1 1,6 44 YAPED 1 1,6 
20 KUNSANI 1 1,6 45 YAPPI 1 1,6 
21 LEMBAGA MUSLIMAH 1 1,6 46 YAUMIKA 1 1,6 
22 LEMBAGA PATRIOT 1 1,6 47 YAYASAN SANDRA 1 1,6 
23 LPMI 1 1,6 48 YPPC 1 1,6 
24 MAHARDIKA 1 1,6  
Total 62 100,0 
25 MARGA HAYU UTAMA 1 1.6 
        
 
7. Produktivitas 
Produktivitas yang diukur dalam penelitian ini adalah seluruh 
produksi yang dihasilkan perusahaan selama 1 bulan. Mengingat ragam 
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usaha yang beragam maka produktivitas di ukur dengan satuan harga gula 
pasir sehingga produkrivitas terstandar dalam gula pasir.  
Tabel 4.8 
Data produktivitas usaha sebelum dan setelah program  
pendampingan LSM 
 
Biaya  
Produksi 
Sebelum  
Program 
Setelah  
Program 
Selisih 
Rata-rata 938,7. kg 1.386,1 kg        447,38 kg 
Sumber : data primer diolah (2010) 
   
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui rata – rata produktitas usaha 
UMKM sebelum pendampingan sebesar 938,7 kg gula pasir dan setelah 
pendampingan menjadi 1.386,12 kg dengan demikian ada peningkatan rata-
rata produktivitas  sebesar 447,3 kg setiap bulan. 
8. Tenaga Kerja 
Tabel 4.9 menunjukkan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam 
melakukan UMKM sebelum dan setelah ada pendampingan LSM.   
Tabel 4.9 
Data jumlah tenaga kerja sebelum dan setelah program 
( HOK ) 
Tenaga Kerja 
Sebelum  
Program 
Setelah  
Program 
Selisih 
 Minimal 1 1 0 
Maksimal 7 10 3 
Jumlah 187 222 35 
Rata-rata 3.01 3.58 0.57 
Sumber : data primer diolah (2010) 
 
   
 
Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja minimal 
sebelum dan setelah program adalah sama yaitu 1 HOK. Jumlah tenaga 
kerja maksimal sebelum adanya program pendampingan program 7 HOK 
dan setelah program menjadi 10 HOK. Jumlah Total tenaga kerja sebelum 
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program pendampingan adalah 187 HOK dan setelah adanya program 
meningkat menjadi 222 HOK. Rata – rata jumlah tenaga kerja sebelum 
program 3,01 dan setelah adanya program pendampingan  LSM meningkat 
0,57 menjadi 3.58.   
9. Keuntungan Usaha 
Tabel 4.10 menunjukan keuntungan tiap bulan pengusaha UMKM 
sebelum dan setelah adanya program pendampingan LSM. 
 Tabel 4.10 
Data keuntungan usaha sebelum dan setelah adanya  
pendampingan LSM 
 
Keuntungan 
Sebelum  
Program 
Setelah  
Program 
Selisih 
 Minimal Rp      275.000,00 Rp     400.000,00 Rp    125.000,00 
Maksimal Rp   1.200.000,00 Rp   1.500.000,00 Rp    300.000,00 
Jumlah Rp 34.975.000,00 Rp 44.090.000,00 Rp 9.115.000,00 
Rata-rata Rp      564.112,00 Rp      711.129,00 Rp   147.017,00 
Sumber : data primer diolah (2010) 
 
Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui keuntungan minimal 
pengusaha UMKM sebelum Rp 275.000,00 dan setelah program 
pendampingan LSM sebesar Rp 400.000,00. Jumlah maksimal keuntungan 
usaha tiap bulan sebelum program sebesar  Rp 1.200.000,00 dan setelah 
progam, naik menjadi Rp 1.500.000,00. Rata – rata keuntungan tiap bulan 
sebelum program sebesar Rp 564.112,00 dan setelah program naik 
menjadi Rp 711.129,00, dengan demikian ada peningkatan rata-rata 
keuntungan usaha tiap bulan sebesar Rp  147.017,00 
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C. Analisis Data Induktif 
Untuk mengetahui dampak dari adanya program P2KP terhadap 
produktivitas, tenaga kerja, dan keuntungan usaha, digunakan uji beda rata – 
rata. Hasil uji beda antara sebelum dengan setelah adanya program P2KP 
ditunjukkan Tabel 4.11.  
Tabel 4.11 
Hasil uji beda rata - rata 
Variabel 
Uji Beda sebelum dengan  
setelah adanya program Kesimpulan 
Zhitung Signifikansi 
Produktivitas 6,573 0,000 Signifikan 
Tenaga Kerja 5,542 0,000 Signifikan 
Keuntungan 11,170 0,000 Signifikan 
 = 5%  
Sumber : data primer diolah (2010) 
  
Berdasarkan Hasil uji beda  rata – rata yang ditunjukkan pada Tabel 
4.11 didapatkan hasil sebagai berikut : 
(3) Ada perbedaan rata – rata yang signifikan produktivitas pada usaha 
UMKM sebelum dengan setelah adanya pendampingan LSM, dengan 
produktivitas setelah lebih besar dibandingkan sebelum adanya program. 
Hal ini ditunjukkan oleh nilai Zhitung (6,573)> Ztabel (2,00) atau nilai 
Signifikansinya (0,00) < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. 
(4)  Ada perbedaan rata – rata yang signifikan jumlah tenaga kerja yang 
terserap di sektor UMKM sebelum dengan setelah adanya progam 
pendampingan LSM, dengan jumlah tenaga kerja setelah adanya program 
lebih besar dibandingkan sebelum adanya program. Hal ini ditunjukkan 
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oleh nilai Zhitung (5,542)> Ztabel (2,000) atau nilai Signifikansinya (0,000) < 
0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. 
(5) Ada perbedaan rata – rata yang signifikan keuntungan usaha tiap bulan 
pengusaha UMKM sebelum dengan setelah adanya pendampingan LSM, 
dengan penghasilan tiap bulan mitra setelah lebih besar dibandingkan 
sebelum adanya program. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Zhitung (11,170)> 
Ztabel (2,00) atau nilai Signifikansinya (0,00) < 0,05 dengan tingkat 
kepercayaan 95%. 
 
D. Pembahasan 
Dampak program pendampingan LSM di Kabupaten Sragen dapat 
diketahui dengan melihat perubahan produktivitas usaha, jumlah tenaga kerja 
dan keuntungan usaha sebelum dan setelah adanya program pendampingan. 
Hasil pengujian hipotesis dengan analisis uji beda rata-rata ditunjukkan Tabel 
4.12. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahu bahwa : 
Tabel 12 
Rangkuman hasil analisis uji hipotesis  
 
Kode Hipotesis Status 
Hipotesis 1  
Diduga pendampingan LSM berpengaruh terhadap 
produktivitas UMKM di Kabupaten Sragen. 
Terbukti 
Hipotesis 2  
Diduga pendampingan LSM berpengaruh terhadap 
penyerapan kerja  UMKM di Kabupaten Sragen. 
Terbukti 
Hipotesis 3 
Diduga pendampingan LSM berpengaruh terhadap 
keuntungan UMKM di Kabupaten Sragen. 
Terbukti 
 
a. Pengaruh program pendampingan LSM terhadap peningkatan 
produktivitas anggota KSM di Kabupaten Sragen. 
 
Berdasarkan uji beda rata-rata produktivitas usaha UMKM 
yang diukur berdasarkan biaya modal tiap bulan sebelum dengan 
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setelah adanya pendampingan LSM didapatkan hasil bahwa ada 
perbedaan rata – rata yang signifikan produktivitas usaha angggota 
KSM sebelum dan setelah adanya program pendampingan LSM, 
dimana produktivitas setelah adanya program lebih besar dibandingkan 
sebelum adanya progam. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 
pertama dalam penelitian ini terbukti. 
Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan 
LSM sebagai konsultan usaha dapat meningkatkan produktivitas 
usaha. 
b. Pengaruh program pendampingan LSM terhadap peningkatan tenaga 
kerja usaha anggota KSM di Kabupaten Sragen. 
  
Berdasarkan uji beda rata-rata jumlah tenaga kerja sebelum 
dengan setelah adanya program pendampingan LSM pada pengusaha 
UMKM, didapatkan hasil bahwa ada perbedaan rata – rata yang 
signifikan jumlah tenaga kerja sebelum dan setelah adanya program, 
dimana jumlah tenaga kerja setelah lebih besar dibandingkan sebelum 
adanya progam. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua dalam 
penelitian ini terbukti. 
Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya program 
pendampingan LSM pada usaha UMKM di Kabupaten Sragen dapat 
meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja. 
c. Pengaruh program pendampingan LSM terhadap peningkatan 
keuntungan anggota KSM di Kabupaten Sragen. 
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Berdasarkan uji beda rata-rata keuntungan pengusaha UMKM 
sebelum dengan setelah adanya program pendampingan LSM, 
didapatkan hasil bahwa ada perbedaan rata – rata yang signifikan 
keuntungan usaha UMKM sebelum dan setelah adanya program, 
dimana keuntungan usaha UMKM setelah lebih besar dibandingkan 
sebelum adanya progam pendampingan LSM. Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini terbukti. 
Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan 
LSM  UMKM di Kabupaten Sragen dapat meningkatkan keuntungan 
usaha UMKM. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data beberapa kesimpulan dalam penelitian ini 
antara lain: 
1. Program pendampingan LSM dapat meningkatkan produktivitas UMKM 
di Kabupaten Sragen. 
2. Program pendampingan LSM dapat meningkatkan penyerapan tenaga 
kerja sektor UMKM di Kabupaten Sragen. 
3. Program pendampingan LSM dapat meningkatkan keuntungan UMKM di 
Kabupaten Sragen. 
B. Saran 
 
1. Pengusaha UMKM penerima pendampingan LSM menyambut dan dapat 
bekerja dengan baik, mengingat ternyata kehadiran mereka mampu 
meningkatkan kinerja pengusaha UMKM yang didapampingi. 
2. Pengusaha UMKM harus mematuhi saran yang diberikan terhadap 
pengusaha UMKM. 
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